BAB IV
ANALISISPUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

SEMARANG NO. 103/Pdt. G/2012/PTA.Smg

Dari gambaran umum dan penjelasan Putusan Pengddilggi Agama
Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg tentang petabaPaitusan Pengadilan
Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt pada Bak plenulis sependapat
dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agé@emarang yang telah
membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No/PHBG/2011/PA.KIt
karena hukum yang diterapkan oleh majelis hakirsetaut tidak sesuai dengan
hukum acara yang ada. Pengadilan Tinggi Agama sel2engadilan tingkat
kedua mempunyai wewenang untuk membatalkan putpada tingkat pertama
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang bediaReradilan Agama.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis terhadafa dang telah
terkumpul. Dalam hal ini, penulis membaginya meimga dua pokok bahasan:
A. Analisa Terhadap Putusan Perkara No. 103/Pdt. QG/BOTA. Smg

Berdasarkan Peristiwa

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempeldjarkas perkara
dan semua surat-surat yang berhubungan denganrgerkasebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten padasenin 12 Maret
2012 yang bertepatan dengan tanggal 18 rabiul tsk83H No.

1130/Pdt.G/2011/PA KIt.
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Setelah membaca berkas perkara dan dengan menikenhsegala
uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyatamdatajelis hakim
tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banditdpk sependapat
dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengésan dan
pertimbangan sebagai berikut:

Dalam gugatan cerai penggugat terdapat dua alaseai gang
menjadi dasar tuntutan gugatan cerainya, yaituaalgserselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sebagai alasamperpelanggaran taklik
talak sebagai alasan yang kedua, merupakan/selzkigzat dari alasan
pertama, dan disamping itu terdapat pula pestum yaitu tuntutan primer
dan tuntutan subsider berupa aequo et bonalimana berkaitan dengan dua
alasan tadi, ternyata yang dijadikan dasar tuntatalah didasarkan pada
alasan kedua, sehingga kedudukan alasan pertamaediah-olah tidak
mempunyai arti apa-apa atau setidaknya dianggaggaehlasan pelengkap,
padahal alasan pertama ini adalah sebagai alakak.po

Atas dasar tersebut dan bila dilihat dari kepatupamempatan
penyebutan tuntutan primer dan subsider pada ketara susunan suatu
gugatan pada umumnya, bahwa isi tuntutan primearg&sa didasarkan
pada alasan pertama dan isi tuntutan subsider selbagutan pengganti
didasarkan pada alasan kedua, oleh karenanya patemjuntutan primer
pada gugatan penggugat tidak tepat.

Disamping itu pada gugatan tersebut antpeditum dan posita

mestinya saling mendukung atau sejalan dengartiperiperistiwa kongkrit
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yang dibenarkan dengan sesuai apa yang diperjanfetam sighat taklik
talak, tapi ternyata penggugat telah tidak menkalagentang alasan-alasan
kepulangan kerumah orang tuanya yang kaitannya atertdianggapnya
tergugat oleh penggugat telah melanggar taklikktala

Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus diseak awal
diajukan gugatan, agar selaras dengan formal lagmeekara (Buku Il, Edisi
Revisi 2010, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdrasiisPeradilan
Agama, angka 9 huruf h, halaman 154), menunjuklebagai cerai gugat
yang berdiri sendiri, agar ditengah proses/pergapemeriksaannya tidak
digeser kepada alasan cerai yang lain, ternyata padatan penggugat,
karena tidak jelas/lengkap positanya Majelis HaKimgkat Pertama dalam
pemeriksaannya menjadi bias dan telah mengabulkayatgn penggugat
didasarkan pada tuntutan subsié¢raequo et bongang tidak terperinci,
dalam pertimbangan hukumnya didasarkan pada alapantama
gugat/perselisihan dan pertengkaran, hal mana tefaénimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak konsistennyaatéah syarat formal suatu
gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 dan P&sAla¥ (2 dan 3) HIR
dan terhadap penggunaan/penerapan alasan cerai slzdéu cerai gugat atau
cerai talak dari beberapa alasan cerai yang djgda Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KoniphHagum Islam,
sehingga digesernya dari alasan taklik talak keaalacerai yang yang lain

dengan menggunakan tuntutan subsider yang tidalperiaci itu,
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dikhawatirkan terjadinya subyektifitas hakim ydeglebihan dan merugikan
pihak tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebutsdiataka gugatan
penggugat disamping telah dibuat dengan tidak dewlaa terang juga tidak
lengkap, sehinggaobscuur libel oleh karenanya terlepas dari eksepsi
tergugat, gugatan penggugat haruslah dinyatakak tldpat diterima.

Penggugat menuntut pula agar dinyatakan sebaganhibahwa hak
asuh terhadap anak bernama Sari Nugraheni Seltiasiidla pada penggugat,
namun karena tuntutan ini sebagai akibat dari qgrgat dan ternyata cerai
gugatnya penggugat telah dinyatakan tidak dapaticiia, maka tuntutan ini
patutlah dikesampingkan.

Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakialam Putusan
Perkara No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg Berdasarkdwiiu

Sebagaimana penulis paparkan di dalam Bab Ill,irpkangan-
pertimbangan yang dipergunakan majelis hakim datemetapan putusan
No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg, maka penulis akan gaealisis dasar
pertimbangan hakim yang dipergunakan oleh hakim.

Dalam gugatan tergugat terdapat dua alasan peanergaitu
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secamas tmenerus sebagai
posita primer dan pelanggaran taklik talak sebagaisita subsidernamun
dalam menjatuhkan putusan, Hakim Pengadilan Agantaei hanya
berdasarkan pelanggaran taklik talak yaitu beruptugmya talak ba’in

sughro yang pada dasarnya itu adalah tidak sesuai dehkgmatutan
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penempatanposita primer dan posita subsiderkarena posita primenya
seperti dikesampingkan dan memutuskan hanya bekdagzosita subsider

Pada gugatan antapetitum dan posita mestinya saling mendukung
atau sejalan dengan peristiwa-peristiwa konykritng dibenarkan dengan
apa yang diperjanjikan dalam sighat taklik talalpj ternyata penggugat tidak
menjelaskan tentang alasan-alasan kepulangan keromaag tuanya yang
kaitannya dengan dianggapnya tergugat oleh penggedsh melanggar
taklik talak, serta tidak jelas pula penjelasantaeg pertengkaran dan
perselisihan sehinggaositanya tidak jelas.

Dalam sebuah gugatan diperbolehkan terdapat penggab alasan-
alasan perceraian, namun sebisa mungkin tidak diggdan karena proses
pemeriksaannya akan berbeda setiap alasan perceisg@agaimana
tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nah@n 1975 jo Pasal
116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam gugatan ini adaggabungan atau
kumulasi gugatan objektif yaitu pertengkaran darsglesahan yang secara
terus menerus yang pemeriksaannya menggunakan Basal 22 Ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1§&&rta pelanggaran taklik talak yang
pemeriksaannya berdasarkan Hukum Perdata Umum. iN&enoyata pada
gugatan penggugat, karena antgpasita tentang pertengakaran dan
perselisihan dapositatentang taklik talak tidak jelas maka Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya menjadi l@agelah mengabulkan

gugatan penggugat didasarkan pada tuntutan sulesidezquo et bongang

Im. Yahya HarahapHukum, Acara Perdatd{al. 58
2 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Penadigama angka 12 huruf a, Buku
I, Edisi Revisi 2010, Hal. 157
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tidak terperinci. Hal ini bertentangan dengan fdasugugatan dalam hal
petitumalternatif, dalam hal ini seharusnya hakim mengambil seluatalu
sebagian dametitumprimer dan mengesampingkax aequo et bondan

hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum kar¢idak konsistennya
terhadap syarat formal yaitu cerai gugat dengasaalaaklik talak harus
dibuat sejak awal diajukan gugatasehingga alasan digeser dari perselisihan
dan pertengkaran ke taklik talak dan kemudian @igke alasan cerai yang
yang lain dengan menggunakan tuntutan subsider tidak terperinci itu,
dan terjadi subyektifitas hakim yang berlebihan daerugikan pihak
tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, makdagugenggugat
disamping telah dibuat dengan tidak cermat, daantejuga tidak lengkap,
sehingga obscuur libe] oleh karenanya gugatan penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketelitian dalam menerapkan hukum adalah hal sampgatting,
karena hakim merupakan pemimpin di dalam bidangadi@n yang
diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagiaraisat. Rasa keadilan
tersebut bisa mereka dapatkan ketika para hakim pmamenggunakan
hukum yang ada.

Ketika melihat kepada perkara No. 1130/Pdt. G/2PAl1/ Klt

merupakan kelalaian dari Majelis Hakim karena secBiukum Acara

M. Yahya HarahapHukum, Acara Perdatd{al. 64

4 Opcit, Hal. 154

® Darwan Prinst,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perd&andung: Citra
Aditya, 2002, Hal. 203-204
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Perdata, karena gugatan tersebut tidaklah memesyanat formal sebuah
gugatan. Dalam kasus tersebut, pihak yang bergerkerasa dirugikan,
karena penetapan putusan dari Pengadilan Agamaaltiva demi hukum
oleh Pengadilan Tinggi Agama karena gugatarmigcuur libel
Kaitannya dengan pembatalan Putusan PengadilangiTihgama
Semarang tentang Putusan Majelis Hakim Pengadigama Klaten karena
Majelis Hakim memutusakan perkara tersebut dengadalsarkarpetitum
subsideryang tidak terperinci adalah:
53K 508 Saa 5 5o W 8 KAl e ) A Sla (R 1Y)
445 53&,3155@:\3;;3;:@:\;“16;3\@;3:351
o Sl ol G ﬁuﬂlu)s.\u\j u.usl\dhcjl_ml 15 2K

‘&duécuéjuu&#jc\mj\uwﬁﬁﬂ‘
As.u‘)[juas.udu\.e

Artinya: “Apabila menjadi pokok perselisihan itu masalah kepatutakirha
untuk memutuskan hukum dalam suatu perkara sepertiyata
bahwa salah satu pihak yang berperkara itu adal@tahnya
sendiri, anaknya atau istrinya, yang termasuk p&erabatnya
dengan hakim itu, maka dapat menyebabakan kecemg@naya
untuk membela dan memutuskan untuk kemaslahataekanatau
antara hakim dan salah satu yang berperkara itu adesa
permusuhan, lalau memutuskan hukum dengan mengaghatkak
tersebut, maka putusan tersebut adalah batal daaktidapat
dilaksanakan serta wajib pemeriksaannya oleh haim”

Pembatalan putusan tersebut akan berakibat padak pyang
berperkara, karena berkaitan dengan status hukumpdsa pihak yang

sedang berperkara. Di dalam hal ini para pihaké&atgydirugikan.

® Muhammad Salam Madkuhl Qodlo’ Fil Islam (Alih bahasa Imran AM, Peradilan Islam),
Cet. Kedua, Surabya: Bina llmu, Tahun 1982
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Dari uraian yang telah penulis paparkan di atasarsegaris besar ada
tiga hal yang menjadi sebab pembatalan putusasbieryakni:

1. Tergugat tidak terima atas putusan Pengadilan Agélaten atas perkara
No. 1130/Pst.G/2011/PA.Klt yang menjatuhkan TalakilB Sughro dan
hak hadlanah jatuh ketangan penggugat. tergugardisim apabila anak
yang bernama Sari Nugraheni Setiasih diasuh oletgquayat karena
selama ini tergugat merasa dia dan orang tua tatguamg mengasuh Sari
Nugraheni Setiasih selama ini.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten kurang mernggkan dalam
menganalisis gugatan penggugat, apakah gugatabisiuditerima atau
tidak, apakah gugatan penggugat telah memenuhatsf@mal gugatan
atau belum.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ktidependapat
dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kdtarena menurut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang hatlibahwa
gugatan penggugat adalahscuur libelkarena gugatan penggugat dibuat
kurang teliti sehingga terdapat kekaburan antposita dan petitum

tidaklah saling mendukung tapi berdiri sendiri.



